
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

SALINAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 38 TAHUN 2014 

TEN'TANG 

PERUBAAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
NOMOR T7 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.JA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINA8 KEHUTANAN PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka mengatasi masalah pelaksanaan anggaran 
pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan penyempumaan 
terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu raenetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 
77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696); 



Menetapkan 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Keputu.san Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang 
Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai 
Gubemur Kalim.antan Timur dan H.M. Mukmin Faisyal HP, SH 
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 
2013-2018; 

8. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petu.njuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratu.ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petu.njuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61  Tahun 2010 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatu.an Pengelolaan 
Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
655); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentu.kan Prociuk Hukum Daerah; 

11 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalim.antan Timur Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalim.antan 
Timur Tahun 2008 Nomor 05); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2008 Nomor 08); 

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 66); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 

TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.JA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN 

PROVINSI KALIMAN'TAN TIMUR. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Betita Daerah Provinsi Kalim.antan Timur 
Tahun 2013 Nomor 66), diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 46 ditambahkan 1 (satu) ayat barn yaitu ayat (5) sehingga Pasal 46 
seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 

Pssal 46 

(1) Peraturan Gubernur tentang Organi.sasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktu.ral di 
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

(2) UPTD pada Dinas Kehutanan dapat ditinjau ulang apabila: 

a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tu.gas pelayanan 
masyarakat; 

b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tu.gas operasional Dinas 
Kehutanan;atau 

c. UPTD pada Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan 
kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 
operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh 
Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTD tersebut oleh Gubernur dilakukan 
perampingan dengan cara : 

1) Penghapusan; 

2) Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas (SATGAS); atau 

3) Penggabungan dengan UPTD atau Unit Kerja yang lain. 

(3) Apabila UPTD tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktu.ral 
yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Gubernur. 

(4) Untuk kelancaran teknis operasional UPTD maka Peraturan Gubemur Nomor 26 
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalim.antan Timur masih tetap berlaku 
sampai dengan dilakukannya pelentikan pejabat struktural sesuai dengan 
Peraturan Gubernur ini. 

(5) Apabila pelantikan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan dalam tahun anggaran. berjalan, maka Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) yang lama tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai=[ dengan 
nomenklatur dan pejabat baru sampei dengan berakhirnya tahun anggaran. 

, 
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Pasa1 Ii 

Pcraturan Cubcrnur ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tit1ur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 26 Agustus 2014 

GUBERNUR KALIMAN'TAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 26 Agustus 2014 

PIt. SEKRET ARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. II. RUSMADI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMAN'TAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 38 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. ALTIM 

DPAIA EM'._ 
- Sol.  #s 

Pembina Tingkat I 
NIP.19620527 198503 1 006 

• 


